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KATA PENGANTAR
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Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa dan atas berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini dapat
diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini berisikan rencana program dan rencana
kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025, dan akan menjadi pedoman bagi
seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugasnya di bidang
pengawasan untuk tahun 2025.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk
itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, 04 Agustus 2025

I K# UPATEN BELITUNG
> 2
/70
& % \2
o TRISm—
By~ o
A0S Ad. A&.IP., M.Si., CGCAE

N rPewbinia Utama Muda
IP-F96701281989031003
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana
Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017
berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.
Proses Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Belitung sesuai dengan

Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Pembentukan Tim Penyusun Renja,

Penyiapan data dan informasi,

Penyusunan rancangan awal,

Perumusan rancangan,

Verifikasi rancangan,

Perumusan rancangan akhir,

Verifikasi rancangan akhir, dan

R NS A RN

Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras
dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling
keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman
bagi Inspektorat Kabupaten Belitung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara

Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusuan APBD.



1.2

TAHAPAN PENYUSUNAN RPD

1 6 7
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pendanaan
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Rancangan < Vll?;lslil /\Tdk sesuai
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sesuai

2 4 5 9

Persiapan A

o ‘ Rancangan 7 Rancangan Akhir L >
Renstra Renstra PD | RenstraPD |

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRAPD

Perkada
Renstra PD

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja
sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan
proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan
kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi

menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2021,
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1e.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44 38);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

3



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan InventarisasiPemutakhiran
Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2003 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 -
2026;

Perat{lran Bupati Belitung Nomor 46 tahun 2023 tentang Kedudukan,
Sususunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor

46);



33.

Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2025 Nomor 14)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten

Belitung adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran

yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung
Tahun 2024-2026.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk

1. Menselaraskan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan
RKPD Tahun 2025

2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana
kerja Anggaran (RKA-P)

3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan
pelayananan

4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan tahunan.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat

Kabupaten Belitung Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I1
TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Belitung telah dilaksanakan sampai

dengan Triwulan II Tahu 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2.1.1

T Tingkat Capaian
- - o . S Realisasi Kinerja dan AN
Indikator Kinerja Frogram |  Target Akhir Realisasi Capaian Kincrja e gl kinerja dar, inealisast Capaian | Wingkal Capaian | Anggaran Renstra s/d Tahun Kinerja dan
No Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan Periode Renstra sampai dengan Renja anggaran peian o Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan “1ja dan Anggaran et) ! 2025 (Akhir Tahun o
(output) Renstra Tahun 2024 (n-2) 2025 (n-1) yang Renja yang Renja F Renstra Tahun Anggaran Renstra
- dievaluasi (2025) Tahun 2025 (%) 2025) s/d tahun 2025
- %)
1 11 111 1\
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5 x100%
; K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K [ R | K] Rp K Rp K Rp K| Rp [
Semua Bidang
PROGRAM PENUNJANG Persentase dokumen
PEMERINTAHAN perencanaan,
penganggaran, evaluasi 100,00 100,00 100 . 0,00% 100,00
KABUPATEN/KOTA kinerja dan keuangan
sesuai ketentuan (persen)
Indeks profesionalitas ASN o
A 86,60 90,91 86,6 . 0,00% 86,50
Perangkat 2216;;‘:;;:“6“) . 11.160.704.300 10.999.621.107 |——| 983.162.027 3911567489 [— - —| - 4.894.729.516 R0 16.055.433.816 00X
administrasi perkantoran 100,00 100,00 100 ~ 0,00% 100,00
perangkat daerah (persen)
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana 100,00 100,00 100 ~ 0,00% 100,00
aparatur (persen)
Perencanaan, Dokumen hasil
Penganggaran, dan perencanaan
Evaluasi Kinerja Perangkat penganggaran dan 0,00 10,00 10 60,00% 0,00% 10,00 - 0,00% 0,00%
Daerah evaluasi kinerja Perangkat § - § EARIED GEIZED - - ® - - - ® - ’ BRLELED §
Daerah (Dokumen)
Penyusunan Dokumen “Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 3,00 3 et s , , 66,67% 0,00% 5,00 0,00% | 0,00%
Daerah Daerah (Dokumen) = 1.999.750 2.681.250 - - 2 - 2 - 1.999.750
Koordinasi dan *Jumlah Dokumen RKA-
Penyusunan Dokumen SKPD dan Laporan Hasil
RKA-SKPD Eﬁf&t‘cﬂ:lggwgﬁm . 1,00 LPARED 1 1200000 | - . ) . . . 0,00% 0,00% 1,00 Lis4s00 | 000% [ 000%
(Dokumen)
Koordinasi dan *Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi %,
Penyusunan Dokumen = 159 1.185.000 ! 1.200.000 - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% Z 1.185.000 DRCe D20k
Perubahan RKA-SKPD
(Dokumen)
Koordinasi dan *Jumlah Dokumen DPA-
Penyusunan DPA-SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Eﬁfxﬁl&‘gxyﬁ;ﬂm ~ 1,00 1.405.500 1 600.000 ~ ~ 1 ~ 1 - 100,00% 0,00% 2,00 1.405.500 0,00% 0,00%
(Dokumen)
Koordinasi dan *Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan Perubahan DPA-SKPD dan
DPA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen . 1500 1.000.000 ! 600000 | - . : . . . 0,00% 0,00% 1,00 1.000.000 | O00% | 0.00%
Perubahan DPA-SKPD
(Dokumen)
Evaluasi Kinerja Perangkat | *Jumlah Laporan Evaluasi
Daerah :(]:z:c?lua xmngkal Daerah . 3,00 EEED 3 600,000 . . ) . ) . 66,67% 0,00% 5,00 L469.000 | 000% | 0,00%
Administrasi Keuangan Dokumen keuangan
e }(’gfl:frlr“‘::‘{’ae“‘h 2O 8001 9.215.662.489 S| osa774zser | - | s4s2o2816 | - | 3.628.165.676 . . - | 4476458492 QTS || B 300 | 13692120981 | O00% | 000%
Penyediaan Gaji dan “Jumlah Orang yang
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan o
Tunjangan ASN = <050 9.213.734.639 41 9.845.274.567 82 848.292.816 123 3.627.880.176 205 4.476.172.992 100,00% 45,47% o 13.689.907.631 DRCe D20k
(Orang/bulan)
Koordinasi dan *Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil o
SKPD Koordinasi Penyusunan . 159 954.700 ! 1647000 | - . . 285.500 . 285.500 0,00% | 17,38% £ 1.240.200 | 000% | 000%
Laporan Keuangan Akhir
“Tahun SKPD (Laporan)
gfn)xz:i?“_" gelapor:m *Jumlah Dokumen
an Analisis Prognosis Pelaporan dan Analisis )
Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi - 200 973.150 = 822000 | - - - - - - 000% 0,00% 200 973.150 | O00% | 0,00%
Anggaran (Dokumen)




Administrasi Barang Milik Dokumen Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat . 1 N . . . . . 0,00% 0,00% 0,00 _ | o00% | o0.00%
Daerah Daerah (Dokumen)
Penyusunan Perencanaan *Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik 0 . . . . . . . 0,00% 0,00% 0,00 | o00% [ 000%
Daerah SKPD Daerah SKPD (Dokumen)
BN I G Ez"e"'ri;"‘%”r‘:nz”‘“gk‘“ 0,00 40,00 526.958.327 45 253.689.203 4 29.098.200 32 77.219.656 36 106.317.856 80,00% | 41,91% 40,00 633.276.183 | O00% | 0.00%
Pengadaan Pakaian Dinas “Jumlah Paket Pakaian
Beserta Atribut Dinas beserta Atribut 1,00 TETRETY 0 . . . . . . . 0,00% 0,00% 1,00 20600000 | 000% | 0,00%
Kelengkapannya Kelengkapan (Paket)
Monitoring, Evaluasi, dan | _*Jumlah Dokumen
Penilaian Kinerja Pegawai Monitoring, Evaluasi, dan n
Penilaian Kinerja Pegawai L0 1.073.000 ! 2.647.350 | - 705.000 - 1.557.500 - 2.262.500 000% | 85:46% L0 3.335.500 | O00% | 000%
(Dokumen)
Pendidikan dan Pelatihan *Jumlah Pegawai
Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan
Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti 40,00 41 - - 20 9 . - 87.80% | 41,45% 76,00 0,00% | 0,00%
oo Pelatihan 505.285.327 251.041.853 | 4 28.393.200 32 75.662.156 36 104.055.356 609.340.683
(Orang)
Administrasi Umum Terpenuhinya administrasi
Perangkat Dacrah ‘(‘;:;‘g‘“‘;em“gk‘“ Dacral 0,00 75,00 673.191.878 1 339.315.187 o 70.306.517 o 76.571.761 = 146.878.278 0,00% | 48,29% 75,00 820070.156 | O00% | 0.00%
Penyediaan Komponen *Jumlah Paket Komponen
Instalasi Instalasi
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 1,00 5.993.000 1 5.260.845 ~ ~ ~ 2.041.734 ~ 2.041.734 0,00% 38,81% 1,00 8.034.734 0,00% 0,00%
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)
Penyediaan Peralatan dan *Jumlah Paket Peralatan
r 2
Perlengkapan Kantor dan Pcr‘lcng‘ktfpan Kantor 2,00 42.150.500 2 34.189.519 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0,00% 0,00% 2,00 42.150.500 0,00% 0,00%
yang Disediakan (Paket)
Penyediaan Peralatan “Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga Rumah Tangga yang 1500 12.019.000 ! 14.380.383 | - . - 1.595.000 - 1.595.000 0,00% | 11,09% 1,00 13.614.000 | O00% | 0.00%
Disediakan (Paket)
Penycdiaan Bahan Logistik | Jumlah Paket Bahan i i i
Kantor Logistik Kantor yang 209 158.139.300 2 142.280.640 | - 14.850.100 - 34.940.680 - 49.790.780 0.00% | 34,99% 2,00 207.930.080 | O00% | 0.00%
Disediakan (Paket)
Penyediaan Barang *Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan 1,00 1 0,00% 18,09% 1,00 0,00% 0,00%
yang Discdiakan (hake 9.419.800 3.078.600 | - - - 557.000 - 557.000 9.976.800
Penyediaan Bahan Bacaan *Jumlah Dokumen Bahan
dan Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan
undangan Perundang-Undangan 1,00 7.612.500 ! 8.125.200 - 810.000 - 2.340.000 - 3.150.000 0,00% | 38,77% Loo 10.762.500 | 000% | 000%
yang Disediakan
(Dokumen)
Penyelenggaraan Rapat *Jumlah Laporan
Koordinasi dan Konsult ; Rapat . _
SKPD Koordinasi dan Konsultasi EZ20 437.857.778 12 132000000 | 2 54.646.417 3 35.097.347 5 89.743.764 | ALOTH | 67.99% LE0 527.601.542 | 000% | 000%
SKPD (Laporan)
Pengadaan Barang Milik - o
. Jenis barang milik daerah
Deerh Ponunjang rusan | 1oyjy) 0,00 228 160.251.000 Z 93.010.230 | - = - = = = CCOXH e 0% 220 160.251.000 | OP0% [ ©,00%
Pengadaan Mebel *Jumlah Paket Mebel yang,
Disediakan (Unit) YD 103.341.000 20 11246520 | - - - - - - 000% | 000% | 7100 103.341.000 | O00% [ 000%
Pengadaan Peralatan dan “Jumlah Unit Peralatan
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang 6,00 56.910.000 20 81.763.710 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0,00% 0,00% 6,00 56.910.000 0,00% 0,00%
Disediakan (Unit)
fnan Jasa P han kebutul
e e el iRasi 20 TREED 259,570,586 L 296571000 | - 32.815.994 . 90.982.596 . 123.798.590 QTS || 4SS || wES 383369176 | O00% | 000%
Pemerintahan Daerah perkantoran (Persen)
Penycdiaan Jasa Surat “Jumlah Laporan - o i
Menyurat Penyediaan Jasa Surat 12,00 1.525.000 12 680.000 1 41.000 1 50.000 2 91.000 16,67% 13,38% 14,00 1.616.000 0,00% 0,00%
Menyurat (Laporan)
Penycdiaan Jasa “Jumlah Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Penyediaan Jasa
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya 12,00 125.332.786 12 130000000 | 2 18.950.744 3 35.635.596 5 54.586.340 41,67% 19 179.919.126 | O00% [ 0.00%
Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)
Penycdiaan Jasa Pelayanan | “Jumlah Laporan
Umum Kanfor Penyediaan Jasa Pelayanan . .
Umum Kanior yang, 1200 132.712.800 12 165.891.000 | 2 13.824.250 3 55.297.000 5 69.121.250 | ALETH | 4L6T% Lz 201.834050 | O00% | 000%
Disediakan (Laporan)
Pemeliharaan Barang 5 ik daeras
‘Milik Daerah Penun jang arang milil acral
Urusan Pemerintahan dalam kondisi baik (Jenis) 20 20 316.826.270 4 162.410670 | - 2.648.500 - 38.627.800 - 41.276.300 000% | 25:41% 400 358.102.570 | O00% | 0.00%
Dacrah
Penyediaan Jasa *Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau i . ) §
Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang Dipelihara 24,00 ORI 26 105728040 | 5 2,648,500 " 31.443.300 6 34.091.800 61,54% | 32,25% 40,00 124.009.900 | 000% [ 000%

Perizinan Kendaraan

dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (Unit)




Dinas Operasional atau
Lapangan

Pemeliharaan Mebel

*Jumlah Mebel yang

Dipelihara (Unit) 259 1.950.000 4 - - - - - - 000% | 0,00% 22 1950000 | 900% | 000%
Pemeliharaan Peralatan *Jumlah Peralatan dan
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara (Unit) 62,00 27.535.850 | 14 22130000 | - . 11 5.963.500 11 5.963.500 9,65% | 26,95% 73,00 33499350 | O00% | 0.00%
Pemeliharaan/Rehabiliasi | Jumlah Gedung Kantor
Gedung Kantor dan dan Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang A 209 197.422.320 2 34.557.630 | - . 1 1.221.000 1 1.221.000 50,00% 3,58% 3,00 198.643.320 | 000% | 0.00%
Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)
Rata-Rata Capaian Kinetja (9) | 93,04% | 44,50%
" S Sangat Sangat
Predika Kinetja Tinggi | Rendah
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM Persentase Penyelesaian
PENYELENGGARAAN Tindak lanjut temuan hasil
PENGAWASAN pengawasan/pemeriksaan 80,00 3141 226.115.408 80 202.740.730 4.962.000 23.605.740 . 28.567.740 OEEs || e R 254.683.148 Q%S
(Persen)
Penyelenggaraan Laporan penyelenggaraan
Internal P internal P
PR 0,00 223 . . i opo% | 0,00 opos |
(Laporan) 144,880,615 105.312.130 4.962.000 22.307.740 27.269.740 g 172.150.355 £
Laporan penyelenggaraan 991 2
pengawasan internal ATGeD 223 30 24 54 24,22% ey QRS
Pengawasan Kinerja “Jumlah Laporan Hasil
Pemerintah Daerah Pengawasan Kinerja
Pemerintah Dacrah L0 35.606.480 ! 5901610 | - - - - - - 000% | 0.00% L0 35.606.480 | O00% | 0.00%
(Laporan)
Pengawasan Keuangan *Jumlah Laporan Hasil
Pemerintah Dacrah Pengawasan Keuangan -
Pemerintah Dacrah B0 17.033.500 m 14984994 | 5 2 25 - 30 2182000 | S896% | 1456% | 64,00 19.215.500 | 000% | 000%
(Laporan)
Reviu Laporan Kinerja *Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan Kinerja 37,00 4625000 53 Lorrsss | - . 5 . 5 . 566% | 000% | 40,00 1625000 | ©00% [ 000%
(Laporan)
Reviu Laporan Keuangan *Jumlah Laporan Hasil
Reviu Laporan Keuangan &0 27.393.565 77 20072945 | - . 15 5.287.970 15 5.287.970 19:48% | 26,34% ERD 32.681.535 | O00% [ 0,00%
(Laporan)
Pengawasan Desa *Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Desa 00 12.729.000 13 28.767.505 - 900.000 6 2.604.000 6 3.504.000 46,15% | 12,18% 2E09 16.233.000 | O00% | 0,00%
(Laporan)
Monitoring dan Evaluasi *Jumlah Dokumen Hasil
Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan 200 47.493.070 2 33.607.230 | - 1.880.000 1 14.415.770 1 16.295.770 50,00% [ 48,49% EH0D 63.788.840 | O00% [ 0,00%
Pemeriksaan APIP Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
(Dokumen)
Penyelenggaraan Laporan Hasil
Pengawasan dengan Penyelenggaraan P g
Tujuan Tertentu Pengawasan dengan 1200 81.234.793 el 97.428600 | 3 . 5 1.298.000 8 1298000 | 2581% TR || Y 82532793 | O00% | 0.00%
Tujuan Tertentu 0
Penanganan Penyelesaian *Jumlah Laporan
Kerugian Negara/Daerah Penyelesaian Kerugian -
Negara/Daerah yang 159 28.389.840 2 32732480 | - . - 1.298.000 . 1.298.000 0,00% 3,97% £ 29.687.840 | O00% [ 0,00%
Ditangani (Laporan)
Pengawasan Dengan “Jumlah Laporan Hasil
Tujuan Tertentu Pengawasan Dengan 28,00 5284495 29 61696120 | 3 . 5 . s | 27se% | o00% | 3600 2844955 | 000% | 0.00%
Tujuan Tertentu (Laporan)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) |  28,50% | 14,09%
i . Sangat Sangat
PredikatRineti | gondan | Rendah
PROGRAM PERUMUSAN Hasil survei penilaian
IJAKAN, tingkat kepuasan terhadap
PENDAMPINGAN DAN jasa layanan dibidang
STENSI pengawasan (perumusan QLo G 274.396.394 65 181.514.421 . 20.354.990 . 20.354.990 0.00% | 11,21% 84,00 294,751,384 0,00%
kebijakan teknis,
pendampingan dan
asistensi) (Skor)
e d‘LB‘Kehuntm Jumlah Kebijakan Teknis
Tekouls diBidavg yans s:yt‘zt:)pkan 0,00 0,00 ) 4 s | - . . . . . 0,00% | 0,00% 0,00 7012400 | ©00% | 0,00%
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Perumusan Kebijakan *Jumlah Rekomendasi
Teknis di Bidang Kebijakan Teknis di
Pengawasan Bidang Pengawasan yang E100 7.012.400 4 7.342.700 . - . . . 0,00% 0,00% EH00 7012400 | ©O00% | 0,00%
Disusun (Rekomendasi)
Pendampingan dan
Asistensi Laporan pelaksanaan
pendampingan dan ey GO 267.383.994 e 174.171.721 - B 20.354.990 B - 1 20.354.990 GEEs || WkEERS &9 287.738.984 | O00% [ 0,00%
asistensi (Laporan)
Pendampingan dan *Jumlah Perangkat Daerah
Asistensi Urusan yang Dilakukan
Pemerintahan Daerah Pendampingan dan .
Asistensi Urusan S8 23.783.100 7 26.904.282 - 4700.000 4700.000 0.00% | 1747% S0 28483100 | O00% | 0,00%
Pemerintahan Daerah
(perangkat daerah)
Pendampingan, Asistensi, *Jumlah Perangkat Daerah
Verifikasi, dan Penilaian yang Dilakukan
Reformasi Birokrasi Pendampingan, Asistensi, 9%
Verifikasi, dan Penilaian 159 52.841.882 ! 8.712.900 - 435.000 - 435.000 0,00% 4,99% Loo 53.276.882 DRCe D20k
Reformasi Birokrasi
(perangkat daerah)
Koordinasi, Monitoring *Jumlah Kegiatan
dan Evaluasi serta Koordinasi, Monitoring
Verifikasi Pencegahan dan | dan Evaluasi serta . . -
Pemberantasan Korupsi Verifikasi Pencegahan dan 4,00 189.665.262 6 131.769.220 - 15.219.990 1 15.219.990 16,67% 11,55% 500 204.885.252 0,00% 0,00%
Pemberantasan Korupsi
(Kegiatan)
Pendampingan, Asistensi *Jumlah Perangkat Daerah
dan Verifikasi Penegakan yang Dilakukan
Integritas Pendampingan, Asistensi .
dan Verifikasi Penegakan 0,00 1.093.750 ! 6.785.319 - 0,00% 0,00% 0,00 1.093.750 0,00% 0,00%
Integritas (perangkat
daerah)
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 12,10% 11,21%
. . Sangat Sangat
PredifmtKinetja. | popdah | Rendah
11.383.876.258 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM. 91,47% | 43,43%
Sangat Sangat
'PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Tinggi | Rongah
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Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
Triwulan II Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Belitung

Persentase Rata-Rata Capaian Program PD (%) /

p Predikat
No e Persentase Persentase
Kiner Predikat Predikat
nerja Keuangan
1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93,94% Sangat 44.,50% Sangat
Kabupaten/Kota Tinggi Rendah
2 | Penyelenggaraan Pengawasan 28,50% | Sangat 14,09% | Sangat
Rendah Rendah
3 | Perumusan Kebijakan, Pendampingan 12,10% | Sangat 11,21% | Sangat
dan Asistensi Rendah Rendah
. o Sangat Sangat
~ 0, [»)
Rata-Rata Capaian Kinerja 91,47% Tinggi 43,43% Rendah

Keterangan Predikat:

SR
R
S
T
ST

: Sangat Rendah (< 50 %)

: Rendah (B1% <65%)
: Sedang (66 % < 75 %)
: Tinggi (76 % < 90 %)

: Sangat Tinggi (91 % < 100 %)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja

Inspektorat Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 91,47% dengan

persentase penyerapan anggaran sebesar 43,43%. Berdasarkan capaian tersebut, maka

predikat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Belitung pada Triwulan II Tahun 2025

adalah Sangat Tinggi (ST), dan untuk predikat penyerapan anggaran Inspektorat Kabupaten
Belitung adalah Sangat Rendah (SR).

Persentase capaian kinerja dan keuangan tersebut merupakan perhitungan sampai

dengan Triwulan I Tahun 2025 dari seluruh program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah

selesai dilaksanaaan sampai dengan akhir bulan Juni Tahun 2025.
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Belitung dalam upaya pencapaian target kinerja pada

tahun 2025 menetapkan 3 Program dengan jumlah Kegiatan sebanyak 11 Kegiatan

dan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 39 sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari kegiatan:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

meliputi sub kegiatan:

SR T o e

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-~SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:

1.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Perangkat

3.

Daerah

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:

NS s ® =

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12



E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi

sub kegiatan:

1.
2.
3.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah, meliputi sub kegiatan:

1.
2.

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

1.

2.
3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri dari kegiatan:

A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan:

1.

. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

S G s~ W I

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

. Reviu Laporan Kinerja
. Reviu Laporan Keuangan
. Pengawasan Desa

. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi sub

kegiatan:

1.
2.

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

[II.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, terdiri dari kegiatan:

A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi

Pengawasan, meliputi sub kegiatan:

1.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
13



B. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, meliputi sub kegiatan:
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi

4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Seluruh program dan kegiatan di atas diharapkan mendukung Visi dan Misi Bupati
Periode 2024-2026.

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran
perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Inspektorat Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026 (terlampir) :
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini disusun
dengan harapkan pencapaiannya sesuai dengan target kinerja tahunan sebagaimana telah
tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun
2024-2026. Dalam Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini
tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai
target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber
daya, Dbaik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal dengan

memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang.

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini merupakan
komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten
Belitung, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2025. Adapun Keberhasilan
pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung
kepada partisipasi, kemauan, semangat dan keseriusan segenap aparat Inspektorat

Kabupaten Belitung.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung juga menentukan keberhasilan
pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil atau tidak
akan mempunyai arti dan manfaat khususnya bagi kepentingan pemerintah daerah, serta

masyarakat Kabupaten Belitung pada umumnya.

Tanjungpandan, 4 Agustus 2025

[ KW UPATEN BELITUNG
7m0
g %
| e ——
% v

S,
_ AD5Ad./8.1P., M.Si., CGCAE
N tPewBing Utama Muda

PTF96701281989031003
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RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

INSPEKTORAT KAB. BELITUNG
TAHUN 2025

| Target | Reallsasl [ Prakivan Capaian Kinerja Dan Kerangia Pendanaan e e
Urusan / Bidang : Akhir e e
Indikator Program / Regiatan / : RENJA Target Targst 2025 Pagy Indikntit (Rp) Kelompok Daerah
No Kode Urusan / Program / Sub Regiatan Periode OFD RENJAOFD : G Sasaran _
Kegintan / Sub Keglatan = T p= Sebelum Sesadah RKPD 2025 APED 2025 RKED Perubshan okas Dana | Nasional | Daerah Target | Pagu Indikatit (Rp) Jawab
1 5 3 5 6 7 5 ] 10 g 12 13 14 15 16 7 18 %
Inspektorat 11.529.070.640,00 12.155.417.878,00 11.385.295.243,00 14.920.000.000,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 11.529.070.640,00 12.155.417.878,00 11.385.295.243,00 14.920.000.000,00
01 INSPEKTORAT DAERAH 11.529.070.640,00 12.155.417.878,00 11.385.295.243,00 14.920.000.000,00
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG Persentase dokumen 100,00 100,00 10.862.191.198,00 11.576.938.436,00 10.937.840.092,00 13.935.000.000,00
URUSAN perencanaan penganggara 86,60 % 86,60 %
PEMERINTAHAN kinerja dan % %
DAERAH sesuai ketentuan
KABUPATEN/KOTA Indeks Profesionalitas ASN
Perangkat Daerah
01 01 201 Perencanaan, Dokumen hasil perencanaan 10 Dokumen 10 Dokumen 3.650,00 9.313.650,00 - Reformasi Aparatur 14.800.000,00 INSPEKTORAT
Penganggaran, dan penganggaran dan evaluasi Birokrasi
Evaiuasi Kinerja kinerja Perangkat Dacrah an
Perangkat Dacrah Pelayanan
Publik
01 01 201 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.497.350,00 3.497.350,00 2.681.250,00 Kab. Belitung, Dana - Reformasi 2.000.000,00 INSPEKTORAT
Perangkat Daerah Semua Alokasi Birokrasi
Kecamatan, Umum an
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.499.800,00 1.499.800,00 1.200.000,00 Kab. Belitung, Dana - Reformasi 3.000.000,00 INSPEKTORAT
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua Alokasi Birokrasi
Penyusunan Dokumen RKA- ecamatan, Umum dan
KPD Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 201 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.499.800,00 1.499.800,00 1.200.000,00 Kab. Belitung, Dana - Reformasi 1.500.000,00 INSPEKTORAT
RKA-SKPD dan Laporan Hasil Tanjung Alokasi Birokrasi
Koordinasi Penyusunan Pandan, Umum dan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 201 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 911.300,00 911.300,00 600.000,00 Kab. Belitung, Dana - Reformasi 2.500.000,00 INSPEKTORAT
dan Laporan Hasil Koordinasi Semua Alokasi Birokrasi
Penyusunan Dokumen DPA- Kecamatan, Umum dan
KPD Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 810.100,00 810.100,00 600.000,00 Kab. Belitung, Dana - Reformasi 1.800.000,00 INSPEKTORAT
DPA-SKPD dan Laporan Hasil mua Alokasi Birokrasi
Koordinasi Penyusunan Kecamatan, Umum jan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Kinetja 3 Laporan 3 Taporan 1.095.300,00 600.000,00 Kab. Belitung, | Dana N Reformast 7:000.000,00 INSPEKTORAT
Perangkat Daerah Semua Alokasi Birokrasi
Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 202 Administrasi Keuangan Dokumen angan Perangkat 3 Dokumen 3 Dokumen 9.042.828.767,00 9.848.821.367,00 9.848.821.367,00 - Reformasi 12.007.200.000,00 INSPEKTORAT
Perangkat Daerah Daerah Birokrasi
an
Pelayanan
Publik
01 | 01 | 202 | 0001 | Penycdiaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima 41 41 9.039.281.967,00 9.845.274.567,00 9.845.274.567,00 Kab. Belitung, Dana - Reformasi 12.000.000.000,00 INSPEKTORAT
aji dan Tunjangan ASN Orang/bulan | Orang/bulan Tanjung Alokasi Birokrasi
Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPC
Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 2 laporan 2.002.400,00 2.002.400,00 1.137.000,00 Kab. Belitung, Dana - Reformasi 3.000.000,00 INSPEKTORAT
Akhir Tahun SKPD dan Laporan Semua Alokasi Birokrasi
Hasil Koordinasi Penyusuna Kecamatan, Umum dan
Laporan Keuangan Akhir Tahun Semua (DAU) Pelayanan
SKPD Kel/Desa Publik
OT | 01 | 202z | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
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Jumlah Dokumen Pelaporan dan 2 Dokumen 1 Dokumen 1.544.400,00 1.544.400,00 901.500,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 4.200.000,00 INSPEKTORAT
Analisis Prognosis Realisasi Semua Alokasi Birokrasi
Anggaran Kecamatan, Umum jan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 o1 2.03 Administrasi Barang Dokumen Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Reformasi Aparatur 0,00 INSPEKTORAT
Milik Dacrah pada pada Perangkat Dacrah Birokrasi
Perangkat Dacrah dan
Pelayanan
Publik
Ol | O | 203 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Dacrah SKFD
Jumlah Rencana Kebutuhan T Dokumen T Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 0,00 INSPEKTORAT
Barang Milik Daerah SKPD Tanjung Alokasi Birokrasi
Pandan, Umum jan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 205 Administrasi Terpenuhinya administrasi 45 Orang 45 Orang 443.426.450,00 428.381.250,00 428.381.250,00 Reformasi Aparatur 461.000.000,00 INSPEKTORAT
Kepegawaian Perangkat kepegawaian Perangkat Dacrah Birokrasi
Daerah dan
Pelayanan
Publik
o1 o1 205 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapantya
Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 1 Paket 25.245.200,00 0,00 0,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 55.000.000,00 INSPEKTORAT
beserta Atribut Kelengkapan Tanjung Alokasi Birokrasi
Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 205 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Fegawal
Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 1 Dokumen 2.893.850,00 2.893.850,00 2.647.350,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 6.000.000,00 INSPEKTORAT
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Tanjung Alokasi Birokrasi
Pegawai Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa. Publik
o1 o1 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan 41 Orang 41 Orang 415.287.400,00 425.487.400,00 246.442.013,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 400.000.000,00 INSPEKTORAT
Tugas dan Fungsi yang Semua Alokasi Birokrasi
Mengikuti Pendidikan dan Kecamatan, Umum jan
Pelatihan Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 2.06 Administrasi Umum Terpenuhinya administrasi 100 % 100 % 649.310.521,00 552.328.939,00 552.328.939,00 Reformasi Aparatur 723.000.000,00 INSPEKTORAT
Perangkat Dacrah umum Perangkat Dacrah Birokrasi
dan
Pelayanan
Publik
o1 o1 2.06 0001 Penyediaan Instalasi Listrik/P Bangunan Kantor
Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 5.987.118,00 5.987.118,00 3.625.260,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 8.000.000,00 INSPEKTORAT
Instalasi Listrik/Pencrangan Tanjung Alokasi Birokrasi
Bangunan Kantor yang, Pandan, Umum dan
Disediakan Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 o1 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan 2 Pakel 2 Paket 59.164.501,00 59.495.886,00 34.189.519,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 80.000.000,00 INSPEKTORAT
Perlengkapan Kantor yang Tanjung Alokasi Birokrasi
Disediakan Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 706 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah T Pakel T Paket 46.390.896,00 16.349.079,00 10.069.143,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 40.000.000,00 INSPEKTORAT
Tangga yang Discdiakan Tanjung Alokasi Birokrasi
Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 706 | 0004 | Penycdiaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 2 Paket 2 Paket 179.995.806,00 179.080.056,00 110.210.340,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 190.000.000,00 INSPEKTORAT
Kantor yang Disediakan Tanjung Alokasi Birokrasi
Pandan, Umum jan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 206 | 0005 | Penycdiaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cet T Paket T Paket 12.987.000,00 12.631.600,00 2.664.600,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 35.000.000,00 INSPEKTORAT
‘dan Penggandaan yang Tanjung Alokasi Birokrasi
Disediakan Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 Dokumen 1 Dokumen 14.785.200,00 14.785.200,00 7.317.120,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 20.000.000,00 INSPEKTORAT
dan Peraturan Perundang- Tanjung Alokasi Birokrasi
Undangan yang Disediakan Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan 330.000.000,00 264.000.000,00 132.000.000,00 Semua Dana Reformasi 350.000.000,00 INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kab, Alokasi Birokrasi
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Umum dan
Kecamatan, (DAU) Pelayanan
Publik
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Semua

Kel/Desa
o1 o1 207 Pengadaan Barang Jenis Barang Milik Dacrah - 2 Jenis 2 Jenis 174.745.080,00 205.699.650,00 205.699.650,00 Reformasi Aparatur 150.000.000,00 INSPEKTORAT
Milik Daerah Birokrasi
Penunjang Urusan dan
Pemerintah Daerah Pelayanan
Publik
01 01 207 0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang, 20 Unit 4 Unit 70.573.800,00 70.573.800,00 11.246.520,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 50.000.000,00 INSPEKTORAT
Disediakan Semua Alokasi Birokrasi
Umum jan
(DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan 11 Unif 9 Unif 104.171.280,00 135.125.850,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 100.000.000,00 INSPEKTORAT
Mesin Lainnya yang Disediakan Semua Alokasi Birokrasi
Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 208 Penyediaan Jasa Pemenuhan kebutuhan layanan - 100 % 100 % 309.743.900,00 309.743.900,00 309.743.900,00 Reformasi Aparatur 334.000.000,00 INSPEKTORAT
Penunjang Urusan administrasi perkantoran Birokrasi
Pemerintahan Daerah dan
Pelayanan
Publik
o1 o1 208 | oool Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 1.080.000,00 1.080.000,00 680.000,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 2.000.000,00 INSPEKTORAT
Surat Menyurat Tanjung Alokasi Birokrasi
Pandan, Umum jan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 2.08 0002 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 142.000.000,00 142,000.000,00 130.000.000,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 150.000.000,00 INSPEKTORAT
Komunikasi, Sumber Daya Air Semua Alokasi Birokrasi
dan Listrik yang Disediakan Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa. Publik
01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 166.663.900,00 166.663.900,00 165.891.000,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 180.000.000,00 INSPEKTORAT
Pelayanan Umum Kantor yang Semua Alokasi Birokrasi
Disediakan Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 209 Pemeliharaan Barang Barang Milik Dacrah dalam - 4 Jenis 4 Jenis 232.822.830,00 222.649.680,00 222.649.680,00 Reformasi Aparatur 245.000.000,00 INSPEKTORAT
Milik Daerah Kondisi Baik Birokrasi
Penunjang Urusan dan
Pemerintahan Daerah Pelayanan
Publik
o1 o1 209 | 0002 Jasa Biaya i Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 26 Unit 20 Unit 108.281.200,00 108.281.200,00 .604.720,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 115.000.000,00 INSPEKTORAT
Operasional atau Lapangan Tanjung Alokasi Birokrasi
yang Dipelihara dan dibayarkan Pandan, Umum an
Pajak dan Perizinannya Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 1 Unit 4.052.630,00 1.032.630,00 0,00 Kab, Belitung, | Dana Reformasi 15.000.000,00 INSPEKTORAT
Tanjung Alokasi Birokrasi
Pandan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 209 | 0006 Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 114 Unit 31 Unit 39.812.000,00 39.812.000,00 20.910.000,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 35.000.000,00 INSPEKTORAT
Lainnya yang Dipelihara Semua Alokasi Birokrasi
Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 o1 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 2 Unit 80.697.000,00 70.523.850,00 24.384.480,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 80.000.000,00 INSPEKTORAT
angunan Lainnya y Semua Alokasi Birokrasi
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan, Umum lan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
2 o1 02 PROGRAM Persentase Penyelesaian Tindak 80 80 % 364.399.571,00 310.299.571,00 265.940.730,00 550.000.000,00
PENYELENGGARAAN lanjut Temuan Hasil 80,00 %
PENGAWASAN Pengawasan/Pemeriksaan %
01 0z | 201 Penyelenggaraan Laporan penyclenggaraan - 223 Laporan 223 Laporan 251.880.316,00 212.780.316,00 212.780.316,00 Reformasi Aparatur 405.000.000,00 INSPEKTORAT
Pengawasan Infernal pengawasan internal Birokrasi dan
dan Masyarakat
Pelayanan
Publik
01 0z | 201 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Dacrah
Jumlah Laporan Hasil T Laporan T Laporan 42.055.844,00 35.755.844,00 5.901.610,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 55.000.000,00 INSPEKTORAT
Pengawasan Kinerja Pemerintah Semua. Alokasi Birokrasi
Daerah Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
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o1 02 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Dacrah
Jumlah Laporan Hasil 77 Laporan 77 Laporan 35.936.528,00 35.936.528,00 14.984.994,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 80.000.000,00 INSPEKTORAT
Pengawasan Keuangan mua Alokasi Birokrasi
Pemerintah Dacrah Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 0z 0003 | Reviu Laporan Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Reviu 53 Laporan 53 Laporan 9.989.054,00 9.989.054,00 1.977.846,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 15.000.000,00 INSPEKTORAT
Laporan Kinerja Semua Alokasi Birokrasi
Kecamatan, Umum dan
mua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 02 0004 Reviu Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Reviu 77 Laporan 70.445,00 48.270.445,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 55.000.000,00 INSPEKTORAT
Laporan Keuangan Semua Alokasi Birokrasi
Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) nan
Kel/Desa Publik
01 02 0005 P Desa
Jumlah Laporan Hasil 13 Laporan 13 Laporan 42.050.305,00 42.050.305,00 28.767.505,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 90.000.000,00 INSPEKTORAT
Pengawasan Desa Semua Alokasi Birokrasi
Kecamatan, Umum jan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 02 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeri
Jumlah Dokumen Hasil 2 Dokumen 2 Dokumen 69.578.140,00 40.778.140,00 33.607.230,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 110.000.000,00 INSPEKTORAT
Monitoring dan Evaluasi Tindak Semua Alokasi Birokrasi
sil P Kecamatan, Umum jan
dan Tindak Lanjut Hasil (DAU) Pelayanan
Pemeriksaan APIP Kel/Desa Publik
o1 0z Penyclenggaraan Laporan Hasil Penyelenggaraan 31 Laporan 31 Laporan 112.519.255,00 97.519.255,00 97.519.255,00 Reformasi Aparatur 145.000.000,00 INSPEKTORAT
Pengawasan dengan Pengawasan dengan Tujuan Birokrasi
Tujuan Tertentu Terfentu dan Masyarakat
01 02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Dacrah
Jumlah Laporan Penyelesaian 2 Laporan 2 Laporan 39.999.980,00 33.999.980,00 Kab. Belitung, | Dana Reformast 60.000.000,00 INSPEKTORAT
Kerugian Negara/Daerah yang Semua Alokasi Birokrasi
Ditangani Kecamatan, Umum jan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
01 0z 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Jumlah Laporan Hasil 29 Laporan 29 Laporan 72.519.275,00 63.519.275,00 106.896.120,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 85.000.000,00 INSPEKTORAT
Pengawasan Dengan Tujuan Semua Alokasi Birokrasi
Tertentu Kecamatan, Umum dan
Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 03 PROGRAM Hasil survei penilaian tingkat 85,00 85,00 302.479.871,00 268.179.871,00 181.514.421,00 435.000.000,00
PERUMUSAN kepuasan terhadap jasa layanan
KEBIJAKAN, dibidang pengawasan
PENDAMPINGAN DAN (perumusan kebijakan teknis,
SISTENSI pendampingan dan asistensi)
o1 03 Perumusan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis yang 4 Dokumen 4 Dokumen 12.496.300,00 12.496.300,00 12.496.300,00 Reformasi Aparatur 15.000.000,00 INSPEKTORAT
“Teknis di Bidang ditetapkan Birokrasi
2 dan
Fasilitasi Pengawasan Pelayanan
Publik
o1 03 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan 1 1 12.496.300,00 12.496.300,00 7.342.700,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 15.000.000,00 INSPEKTORAT
Teknis di Bidang Pengawasan Rekomendasi Rekomendasi Semua Alokasi Birokrasi
yang Disusun Kecamatan, Umum jan
mua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 03 Pendampingan dan 289.983.571,00 255.683.571,00 255.683.571,00 Reformasi Aparatur 420.000.000,00 INSPEKTORAT
Asistensi Laporan pelaksanaan 15 Laporan 15 Laporan Birokrasi jan
pendampingan dan asistensi dan Masyarakat
Pelayanan
Publik
Ol | 03 | 20z | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Dacrah
Jumlah Perangkat Dacrah yang 7 perangkat 7 perangkat 49.999.821,00 31.999.821,00 26.904.282,00 Kab. Belitung, Dana Reformasi 60.000.000,00 INSPEKTORAT
Dilakukan Pendampingan dan daerah daerah Semua Alokasi Birokrasi
Asistensi Urusan Pemerintahan Kecamatan, Umum lan
Daerah Semua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa. Publik
o1 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birol
Jumlah Perangkat Dacrah yang T perangkat T perangkat 29.998.851,00 29.998.851,00 8.712.900,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 75.000.000,00 INSPEKTORAT
Dilakukan Pendampingan, dacrah dacrah Semua Alokasi Birokrasi
Asistensi, Verifikasi, dan Kecamatan, Umum dan
Penilaian Reformasi Birokrasi mua (DAU) Pelayanan
Kel/Desa Publik
o1 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifil Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
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Jumlah Kegiatan Koordinasi, 6 Kegiatan 6 Kegiatan 199.999.580,00 183.699.580,00 131.769.220,00 Kab. Belitung, | Dana Reformas 270.000.000,00 INSPEKTORAT
Monitoring dan Evaluasi serta Semua Alokasi Birokrasi
Verifikasi Pencegahan dan Kecamatan, Umum jan
Pemberantasan Korupsi Semua (DAU) Pelayanan

Kel/Desa Publik

01 | 03 | 20z | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencgakan Integritas
Jumlah Ferangkat Dacrah yang T perangkat T perangkat 9.985.519,00 9.985.319,00 6.785.319,00 Kab. Belitung, | Dana Reformasi 15.000.000,00 INSPEKTORAT
Dilakukan Pendampingan, dacrah dacra Semua Alokasi Birokrasi
tensi dan Verifikasi Kecamatan, Umum dan

Pencgakan Integritas Semua (DAU) Pelayanan

Kel/Desa Publik

JUMLAH | 1152907064000 | 12.155417.878,00 | 11.385.295.243,00 14.920.000.000,00
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